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KEFUTUSAN EEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI

NOMOR: 47| 3254/ Discik pors
TERTANG

1ZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
EEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI,

Menimbang ¢ & babwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan
Non Formal dan Informal peran serta masyarakat schagai
mitra. Pemerintah diberi kesempatan yang scluas-luasnys
dalam penyelengeaman  pendidikan pon  formal dan
miormall

b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di
atas penyelenggara pendidikan oleh masyarnkat, periu
distur melahi perizinan penyelenggamusnnya;

c. bahwa berdasarkan pertinbangan huraf b di stas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Walikota Cimahi

Mengingat ¢ 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggnman Negara Yang Bersth Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembsran  Negam
Republik Indopesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonessa Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negam Repiihlik Indonesia Nomor 41 16);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembarman  Negara  Republik
Indonesis Tahun 2003 Nomor 78, Tembahan Lembaran
Negara Republik eduness Noosor $301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antsra Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemserintihan  Dacrah  {Lembaran  Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapskali terskhir dengen Undang.
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubaban Keds
Atas Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintshen  Daecmh  [Lembaran Negars  Republik
Indonesis Tahun 2015 Namor 58, Tambehan Lembaran
Negara Repabik ndonesic Nomor S679);



Memperhatikan

11,

12,

13.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintaban Antsra Pemerintah,
Femetintphan [acrah  Provinsi, Dan  Pemerintahan
Daerab Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik
Indonesie Tahun 2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten
Pengelolaan dan Penvelenggrraan Pendidikan sebugiaman
telah diubah dengan Pematuran Pemerintzh Nomor 66
Tahun 2010 tentang. Pengelolann dan Penyelenggarsan
Pendulikan, perfu  menetapkan  Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirlan Satuan
Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayean RI Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formak

Peraturen Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Dacsah Kota Cimahi
ge‘r?m Daergh Kota Cimehi Tahun 2008 Nomor 86
D);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
1998, tentang Pembinaen Kursus dan Lembaga Pelatihan
Kerja;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Republik
Indonesia Nomor 2611071999, tentang peavelenggarnn
Kursus,
Keputusan Menteri Pendidikan dan Xebudayaan Republik
Indonesia  Nomor 0153/U/1981, tentang Prraturan
Umum Perizinan dan Pengawasan Peayelenggararn
Kursus Pendidikan Luar Sekolah vang diselenggarakan
Masvarakat;

Peraturan Daerah Kot Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
lentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana
ekl diubah dengan Peraturan Daeral Kots Cimahi
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tabun 2008 tentang Dinas
Dacrah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tabun 2011 Nomor 115 Sen DJ;

Peraturan Daerah Kota Cimali Nomor 10 Tshun 2014

tentang Penyelenggarsan Peodidikan (Lembasan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Berdasarkan Proposal Permohonan Perpanjangan izin
dari 1LKP Rifa nomor 005/LXP-Rifa/1/2016, tanggal 1
Januari 2016

Bahwa berdasarkan laporan Tim Verlfikasi pangan
Bulan Maret Tahun 2016, tentang persyaratan Lembaga
Kursus dan Pelatihan {LKP) RIFA dapat diberikan
mizrmal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa fzin
penyeletiggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-
batas dan ketentuan hukum dan perusdang andangan
yang berbku;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan - EEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAR INFORMAL

KEQATT . Menctapkan izin operasional kepada :
Nama Lembags 1 Lembaga Kursus dan Pelatihan
{LKP] RIFA
Alamat : JL Terusan No, 54  Kel Cimahi
¢ Kec. Cimnhi Tengah
Jenis Pendidikan . Tata Rias Pengantin
Rumpun : Kesenian
Nama Pemimpin ¢ Hj. NENENG RIFA
Ketun Penyelenggara = Hj. NENENG RIFA
EEDUA = Tzn penyelenggaraan tersebut berlaku mudal bulan Mei Tahun

2016 dan berakhir sampai dengan bulan Med Tahun 2019,

KETIGA :  Memperhatikan hal hal sebagail berikut :

1. Wajlb menyelenggamkan Kursus Pendidikan Non Formal
dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnva terhadap
masvarakat

2. Wajiib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau vang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan  berkals sesusl  dengan
ketentuan menurut madel yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru sclambat-lambatnya
30 harl sebelum fjin ini berakhir

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berduku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimshi .
pada tanggal 19 o 2016

NIP. 1 720520 199901 1 001

Tembusan 1

1. Hepels Dinas Pendidikan Propins Jows Bamy;

2. Dinen Pendidikan Ansk Usia Dini, Noa Formal dan Informal
Ermendiknas B di Jakarta;
3. Camgt Kecamaten yang bersangkatan.



